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Abstrak 
Kejahatan merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh 
siapa saja tanpa memandang umur maupun status sosialhal ini, ketika 
seseorang mealakukan kejahatan maka ia akan mendapat hukuman di 
penjara. Selama di dalam penjara narapidana diberikan pembinaan, 
pembinaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem kepenjaraan yaitu 
sebuah sistem yang mempergunakan prinsip balas dendam dari negara 
terhadap mereka.Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan 
dengan mulus, sehingga Sahardjo, dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di 
Lembang pada tanggal 27 April 1964  melontarkan gagasan perubahan tujuan 
pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Menurut 
Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem 
pemasyarakatan. Mengingat adanya sebuah perubahan dari Sistem 
Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan tersebut diatas, maka peneliti 
sangat tertarik sekali untuk melakukan sebuah penelitian tentang 
bagaimanakah implementasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang 
ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditinjau dari Undang-
undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ?. adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan 
metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang digunakan dengan 
menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana 
melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut.Hasil 
penelitian ditemukan bahwa Implementasi Pembinaan yang diperoleh peneliti 
dari Bidang Bimbingan Kemasyarakatan (Bim Kemasy) Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada dasarnya WBP (Warga Binaan 
Pemasyarakatan) diberikan dua jenis pembinaan yaitu Pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi 
antara lain:Pembinaan kesadaran beragama Pembinaan Kesadaran 
berbangsa dan bernegara Pembinaan Kemampuan intelektual Pembinaan 
Kesadaran HukumPembinaan Sosial Kemasyarakatan (integrasi). Sedangkan 
pembinaan kemandirian meliputi berbagai macam keterampilan yang 
dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing. 
 
Kata Kunci : Sistem Pembinaan , UU Pemasyarakatan. 
 
 
1. Pendahuluan 
Kejahatan merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja tanpa memandang umur maupun status sosial. Angka kejahatan atau kriminalitas 
semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : faktor ekonomi, 
rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Para pelaku tindak 
kriminal atau yang sering kali dikenal dengan istilah narapidana harus 
mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan menjalani 
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2.56.2 
hukuman di penjara berdasarkan putusan vonis pengadilan sesuai dengan perkara yang 
telah dilakukannya. 
Selama di dalam penjara narapidana diberikan pembinaan, pembinaan yang 
dilakukan dengan menggunakan sistem kepenjaraan yaitu sebuah sistem yang 
mempergunakan prinsip balas dendam dari negara terhadap mereka. Pada waktu itu pula 
politik kriminal yang diterapkan oleh negara memang menghendaki “kejeraan” dari para 
pelanggar hukumnya melalui penyiksaan – penyiksaan yang dilakukan oleh Petugas 
Penjara atau sipir dengan maksud agar mereka menjadi jera dan tidak melakukan 
kejahatan, sehingga dengan demikian diharapkan agar kejahatan – kejahatan yang timbul 
di dalam masyarakat dapat diberantas secara keseluruhan. (A. Widiada Gunakaya, 1998) 
Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan dengan mulus, sehingga 
Sahardjo, dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April 1964  
melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem 
pemasyarakatan. Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan 
landasan sistem pemasyarakatan :  
 "bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh 
terpidana, melainkan orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan 
kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Dari 
pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas 
dendam dari Negara.....Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan 
dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan,  melainkan  
pidana  hilang kemerdekaan.....Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang 
dan akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban 
terhadap orang terpidana itu dan masyarakat". (C.L. Harsono, 1995) 
 
Berdasarkan pasal 1 ayat 7 tersebut diatas  narapidana juga manusia, setiap 
manusia di dalam hidupnya pasti mempunyai kesalahan dan dosa, akan tetapi bagi 
narapidana pembinaan yang dilakukan bukanlah dengan penyiksaan, penjeraan, dan 
balas dendam, melainkan narapidana perlu diberikan arahan – arahan yang 
membimbingnya kepada jalan yang lurus dengan mendidik dan memperbaiki 
mentalitasnya melalui Sistem Pemasyakarakatan, sehingga kelak setelah bebas dapat 
diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang produktif serta dapat 
bekerja di masyarakat serta mencegah agar tidak mengulangi tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh narapidana tersebut, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara 
untuk melindungi dengan cara melakukan rehabilitasi. (Pasal 2 dan 3 UU.RI  No. 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Mengingat adanya sebuah perubahan dari 
Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan tersebut diatas, maka peneliti 
sangat tertarik sekali untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimanakah 
implementasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditinjau dari Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan. 
 
 
2.Studi Pustaka 
 
Pengertian Pembinaan 
Pembinaan berasal dari kata Bina yang artinyaproses, cara, perbuatan membina 
(negara dsb) pembaharuan; penyempurnaan serta  usaha, tindakan, dan kegiatan yang 
dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (KBBI). 
Secara etimologi  pembinaan adalahupaya untuk meningkatkan mutu penggunaan 
bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
berbahasa yang dilakukan misal melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan, 
sedangkan yang dimaksud dengan pembinaan hukum adalah kegiatan secara berencana 
dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan 
perkembangan masyarakat; 
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Pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan. Pembinaan sebagai pelayanan itu 
merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan yang menjunjung tinggi 
harkat dan martabat orang muda, serta mengangkat harga diri dan kepercayaan 
dirimereka. Dengan melihat pembinaan sebagai pelayanan, seorang pembina tidak akan 
pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan memperalat 
orang muda. (Tangdilintin 2008) 
Pembinaan berasal dari kata ”bina” yang berarti sama dengan ”bangun”, jadi 
pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi 
baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Pembinaan juga mengandung makna sebagai 
pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih 
sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. 
(Pamudji 1985) 
Sedangkan, menurut Hidayat, S (1979: 10)  
Sehingga berdasarkan pendapat di atas bahwa pembinaan haruslah bersifat 
mendidik atau bertujuan meningkatkan pola piker seorang/kelompok agar dapat 
melaksanakan suatu kegiatan maupun arah pola pikir agar mendapatkan hasil dan tujuan 
yang baik. 
Menurut Tangdilintin pembinaan akan menjadi suatu “empowerment” atau pemberdayaan 
dengan maksud:  
1. Menyadarkandanmembebaskan 
2. Memekarkanpotensidanmembangunkepercayaandiri 
3. Menumbuhkankesadarankritis-konstruksi-bertanggungjawab 
4. Mendorongmerekaberperansosial-aktif(Tangdilintin 2008) 
 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan 
dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal 
dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu 
mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan 
masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasanya 
itu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah 
direncanakan Istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang digunakan 
untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik, tidak lain yang menjadi 
objek pembinaan adalah para anak jalanan. Pola pembinaan merupakan kegiatan-
kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam persiapan dan penentuan kegiatan-
kegiatan tersebut. Pola pembinaan adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud 
merubah keadaan psikis atau pisik penerima sedemikian rupa, sehingga si penolong akan 
merasa bahwa sipenerima menjadi lebih puas secara material ataupun psikologis. 
 
TeoriPidana  
Untuk mendapatkan gambaran mengenai teori-teori pidana tidak bisa hanya 
melihat satu sisi dari teori-teori tersebut, tetapi harus dilihat secara menyeluruh. Untuk 
itulah muncul berbagai pemikiran muncul mengenai tujuan pidana, sehingga muncul 
beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain: (Petrus Irwan Panjaitan dan 
Samuel Kikilaitety, 2007) 
1. Teori Retributif (Retribution Theory) atau Teori Pembalasan 
Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori 
yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang 
sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang 
berbeda-beda.(J.E. Sahetapy, 1982). 
2. Teori Pencegahan (utilitarism) 
Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya 
kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), 
maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan. 
3. Teori Rehabilitasi 
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Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu 
balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu 
kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang 
kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu 
tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya 
adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berprilaku sewajarnya dan pantas 
dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga 
dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk 
merehabilitasi perilakunya. 
 
Teori Abolisionis 
Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari 
adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang 
membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara 
sebagai refleksi pemikiran punitive. (Muladi, 1988). Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, 
kelompok aboloisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi 
dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif 
untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat. (Muladi, 1985). 
 
Teori Integratif (Teori Gabungan) 
Muladi mengkatagorikan tujuan pemidanaan ke dalam 4 (empat) tujuan, antara 
lain:  
a)  Pencegahan (umum dan khusus). 
b)  Perlindungan masyarakat. 
c)  Memelihara solidaritas masyarakat. 
d)  Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.( Gregorius Aryadi, 1995). 
 
Kelima teori pemidanaan diatas, maka peneliti cenderung menggunakan teori 
Integratif karena seorang narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan lebih 
difokuskan kepada pencegahan secara khusus artinya narapida pidana tersebut diberikan 
sebuah bimbingan dan pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar 
adanya sebuah perubahan sikap dari seorang narapidana sehingga kelak dikemudian hari 
dapat menanamkan norma – norma yang baik setelah ia bebas dari Lembaga 
Pemasyarakatan dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.  
 
 
3.Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan 
metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang digunakan dengan menguasai 
hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau 
menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut.   pendekatan yuridis normatif ini 
mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi 
hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga 
penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan 
pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji 
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
(Soerjono Soekanto, 2008). 
 
 
4.Hasil dan Pembahasan 
Implementasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Cipinang. 
Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan 
hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar 
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hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.(Farhan Hidayat, 2005).Dengan 
demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 
pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan 
melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. (Dwidja Priyatno, 2006). 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
menyatakan bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan 
yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan. Pada tahap 
pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana 
di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. 
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Bidang Bimbingan Kemasyarakatan (Bim 
Kemasy) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada dasarnya WBP diberikan dua 
jenis pembinaan yaitu Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan 
kepribadian meliputi antara lain : (Data diperoleh dari bagian Bidang Pembinaan 
Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada tanggal 31 Mei 2018) 
1. Pembinaan kesadaran beragama  
Pada pembinaan kesadaran beragama WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Cipinang diberikan pembinaan keagamaan sesuai dengan agamanya masing – 
masing. Bagi yang beragama Islam diberikan fasilitas pendukung berupa sebuah 
Masjid Baiturrahman dengan kapasitas 800 jamaah, lengkap dengan perpustakaan 
dan sound sistemnya. Kegiatan yang dilakukan berupa : Pengajian, Ceramah Umum, 
Diskusi, Zikir Bersama, Tilawatil Qur'an dan lain – lain. Dalam pelaksanaannya 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang mengadakan kerjasama dengan Yayasan 
Al – Azhar, Yayasan Masjid Istiqlal, KODI DKI Jakarta, KANWIL DEPARTEMEN 
AGAMA DKI Jakarta dan lain – lain. Pada pembinaan agama Islam ini ada 4 macam 
kegiatan yakni 1. kegiatan harian disis dengan shalat Dhuha dan shalat berjamaah 
serta pelatihan fiqih,bhs arab, ahlak dll, 2. Kegiatan tahunan yakni kegiatan hari besar 
agama seperti Idul fitri dan Idul Adha, 3. Kegiatan Insidentil Kegiatan ini dinamakan 
dengan kegiatan Insedentil karena sifatnya berdasarkan waktu tertentu saja. 
Kegiatan ini dibagi menjadi dua jenis antara lain: a.  Hari besar Islam. Kegiatan ini 
merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hari Besar 
Islam yang tercantum dalam kalender dengan hari dan tanggal pada setiap tahunnya 
berbeda – beda. b. Kegiatan yang terkait dengan kegiatan umum yang berkaitan 
dengan LAPAS Klas I Cipinang. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang 
sangat terkait dengan kegiatan LAPAS Klas I Cipinang, akan tetapi bila LAPAS Klas I 
Cipinang tidak mengadakan, maka pihak Masjid Baiturrahman tidak mengadakan. 
Kegiatan merupakan instruksi dari Kepala LAPAS Klas I Cipinang. Kegiatan yang 
terkahir 4. Kegiatan Ramadhan yakni kegiatan yang di isi dengan Tadarrus Al Qur'an 
dan Iqro, Tausyiah Ifthor, Buka Puasa bersama, Shalat Tarawih dan Peringatan 
Nuzulul Quran. 
Sedangkan WBP yang beragama Kristen Protestan dan Katholik diberikan fasilitas 
berupa Gereja Batu Penjuru yang melaksanakan kegiatan Kebaktian, Misa, 
Persekutuan Doa, diskusi, ceramah, vocal group dan lain – lain. Bekerjasama dengan 
Yayasan PPII, Bethani, Logos, Dian Abadi, Khairos, PKPB ITA, dan lain – lain. . 
Ibadah harian bagi umat kristiani ini terdiri dari dua yaitu ibadat Pagi dan Siang.Yang 
mengisi kegiatan Ibadat pagi dan siang adalah seluruh pendeta yang berasal 
yayasan yang bekerjasama dengan Gereja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Cipinang. Pelaksanaan Hari Besar bagi agama Kristen diantaranya adalah kenaikan 
Isa Almasih, wafatnya Isa Almasih dan peringatan Natal dan Paskah. Agama Budha 
dan Hindu diberikan fasilitas berupa Klenteng dan Vihara dengan kegiatan ibadah, 
doa bersama dan ceramah.  
2. Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara  
Dalam menanamkan nilai – nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, maka WBP 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang diwajibkan mengikuti kegiatan upacara 
dan ceramah rutin yang dilakukan secara bergiliran disetiap blok. Selain itu untuk 
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membangun semangat Nasionalisme dan Patriotisme yang tinggi, maka perwakilan 
dari Warga Binaan Pemasyarakatan akan diikut sertakan untuk mengikuti kegiatan 
Upacara Hari Nasional pada Peringatan 17 Agustus, Hari Pemasyarakatan, Hari 
Kebangkitan Nasional dan lain – lain. Mereka yang dapat mengikuti kegiatan tersebut 
merupakan WBP yang memiliki perilaku yang sudah cukup baik dan tidak pernah 
terkena permasalahan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.   
3. Pembinaan Kemampuan intelektual  
Sedangkan Pembinaan Intelektual berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran 
berupa kejar paket B dan C serta pengadaan fasilitas perpustakaan umum yang 
bekerjasama dengan Kompas Gramedia.selain itu ada pula pelatihan gerakan 
Pramuka warga binaan Lapas Kelas I Cipinang bertujuan agar mereka menjadi 
manusia berkepribadian, berwa tak dan berbudi pekerti luhur dan warga negara 
Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang 
dapat membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab 
atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup 
dan alam lingkungan, baik lokal, nasional maupun internasional. 
4. Pembinaan Kesadaran Hukum 
Pembinaan Kesadaran Hukum dilaksanakan setiap hari Kamis dari jam 10.00 – 
11.00. Penyuluhan hukum ini diberikan secara bergiliran dari setiap blok yang satu ke 
blok lainnya dimana petugas penyuluh hukum yang akan mendatangi ke bloknya 
masing – masing adapun petugas penyuluh hukum merupakan gabungan dari 
Petugas Bimkemasy, Petugas Perawatan dan Petugas Registrasi. Materi yang 
diberikan dari penyuluhan hukum ini antara lain tentang hak dan kewajiban dari 
Warga Binaan Pemasyarakatan seperti pengurusan Pembebasan Bersyarat, Remisi, 
Vonis, Asimilasi, Izin Luar Biasa (ILB) dan pelayanan kesehatan.   
5. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan (integrasi) 
Yang termasuk dalam pembinaan integrasi ini antara lain asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Sedangkan 
Pembinaan kemandirian meliputi berbagai macam keterampilan yang dikembangkan 
sesuai dengan bakatnya masing – masing seperti membatik, budidaya perikanan, 
pelatihan pembuatan bulu mata, cinematography, melukis, menjahit, pembuatan roti, 
pangkas rambut, pelatihan pembuatan tempe, pengelasan, photography, pembuatan 
somay, pembuatan bakso, sulam perca, pertukangan, dan pertamanan.    
 
Agar WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang selalu sehat tubuhnya 
disediakan berbagai macam fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, bola volley, 
bola basket, bulu tangkis dan tenis meja, serta diadakan perlombaan pada hari – hari 
besar, baik secara intern maupun secara ekstern pada institusi lain. Sedangkan sarana 
hiburan dan rekreasi bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang berupa 
fasilitas kegiatan musik, vocal group, karaoke dan band. Untuk menjaga kesehatan WBP 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang disediakan fasilitas berupa Rumah Sakit 
lengkap dengan sarana rehabilitasi, klinik dan perawatan gigi yang bekerjasama dengan 
Dinas Kesehatan DKI Jakarta.  
 
 
5.Kesimpulan  
Implementasi Pembinaan yang diperoleh peneliti dari Bidang Bimbingan 
Kemasyarakatan (Bim Kemasy) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada 
dasarnya WBP diberikan dua jenis pembinaan yaitu Pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian.  
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